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Abstrak
 

PPAT adalah Pejabat Umum yang bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah

dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum melaksanakan pembuatan akta

mengenai perbuatan hukum tersebut, selain PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada

Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun,

maka PPAT hanya dapat membuat akta pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

setelah Wajib Pajak menyerahkan tembusan Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) dan BPHTB (SSB).

Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pelaksanaan

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)? dan: Apakah hambatan dalam penagihan Pajak Penghasilan (PPh)

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif; data

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana

tipologi dalam penelitian ini bersifat evaluatif yakni menganalisa mengenai prosedur pelaksanaan

pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB serta hambatan dalam

penagihan PPh dan BPHTB bagi PPAT. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan BPTHB hanya dapat melalui bank-

bank tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan meminta validasi terhadap bukti pembayaran

pajak berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Surat

Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan salah satu hambatan bagi PPAT untuk melakukan

pendaftaran ke Kantor Pertanahan, sehingga PPAT menyerahkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran

terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan, kemudian menyerahkan tembusan SSP dan SSB setelah mendapat

validasi.

......Land Deed Official is the General Official, who has duty to perform part of Land Registration Activities

by iss uing deeds as legal proof of certain lawful acts conceming land and ownership rights on property,

which will be used as Standard for land registration amendment resulting from such acts. Before issuing the

deeds conceming such acts, official other than Land Deed Official, shall assess the actuality of the land and

ownership rights certificate to the Land Office, afterwards Land Deed Official may issue the deed after the

Taxpayer has submitted a copy of Tax Payment Slip (SSP) and Acquisition Duty of Right on Land and
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Building Payment Slip (SSB). The main issue that the writer desires to bring to this research is: what is the

procedure of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and

Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB)? and: what is the barrier to land deed official in

collecting income tax relating to such issue?. This research constitutes juridical normative research; using a

secondary data obtained through materials such as documents. The typology in this research is evaluative,

that is to analyze procedures of Income Tax Payment in respect of the Transfer of Right on Land and/or

Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) and the barrier in collecting income

tax by Land Deed Official relating thereto. By doing this research, it can be concluded that the payment of

Income Tax in respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on

Land and Building (BPHTB) can only be made through certain banks appointed by the Directorate General

of Taxation, and validation from the Tax Office generally takes a long period. This is one of the barriers to

Land Deed Official in registering land to land Office, causing the copy of validation tax Payment Slip has to

be submitted later after relating documents have been submitted.


